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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN 

(GADAI EMAS) STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN  

SYARIAH UNIT KOTA METRO 

 

 

 

Oleh : 

 

ROSSY SETYAWATI 

NPM. 1704020044 

 

 
Akuntansi merupakan sebuah pembukuan dimana setiap perusahaan harus 

mempunyai pencatatan yang rinci dan keseluruhan, baik itu pelaporan tentang 

dana masuk ataupun keluar. Hal ini juga harus di perhatikan oleh segala jenis 
pembiayaan baik itu yang bersifat konvensional maupun syariah. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan 

menggunakan analisis deskriptif. Sumber data yang di gunakan adalah sumber 
data primer dan skunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan 

dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan akuntansi atas pembiayaan 

rahn gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro terkait dengan 

pengakuan dan pengukuran pembiayaan serta biaya ijarah sudah sesuai dengan 
PSAK 107 namun ada beberapa yang tidak sesuai dengan PSAK 107 pada 

penerapan ijarah dan penerapan akuntansinya. Hal ini terjadi  dikarenakan pihak 
pegadaian syariah  tidak mengeluarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan. 

 

Kata kunci : Akuntansi, Pembiayaan Rahn 
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MOTTO 

 

 

                               

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya, (Surat Al-Baqarah: 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini di Indonesia memiliki dua sistem pembiyaan yaitu pembiayaan 

konvensioanal dan pembiayaan syariah. Namun saat ini masyarakat lebih 

memilih pembiayaan syariah karna dianggap lebih menguntungkan 

dikarenakan pembiayaan syariah tidak memiliki sistem riba sedangkan di 

pembiayaan konvensional menerapkan sistem riba, salah satu pembiaayan 

syariah yang ada di Indonesia adalah pegadaian syariah.  

Menurut islam gadai syariah disebut dengan rahn, yaitu perjanjian 

menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Pegadaian konvensional 

dan pegadaian syariah memiliki perbedaan yang terletak pada akad, dan tidak 

memiliki sistem riba. Akan  tetapi, sistematika perhitungannya sebagian masih 

sama dengan pegadaian konvensional.1  

Transaksi gadai emas syariah merupakan sebuah pilihan yang tepat 

terlebih ketika memiliki kebutuhan finansial yang  mendesak. Proses 

pencairan dana dari gadai emas syariah sendiri terhitung cepat dan tidak 

membutuhkan waktu yang lama. Sistem gadainya juga sangat jauh lebih 

menguntungkan bagi setiap nasabah dibandingkan dengan transaksi jual beli 

emas, karena untuk transaksinya sendiri sangat memungkinkan pihak nasabah 

                                                                 
1
Setiawan, Iwan. Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah, Al-Daulah Vol.6, No.1, 

April 2016. 
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untuk menebus kembali emas yang sudah dijadikan sebagai jaminan sewaktu-

waktu. 

Perkembangan konsep syariah di PT. Pegadaian Syariah merupakan 

salah satu upaya pegadaian syariah untuk menghindari rentenir atau riba. 

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan 

dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Disamping itu, juga 

dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah 

pegadaian yang memiliki prinsip syariah. Adapun produk yang ditawarkan 

oleh pegadaian syariah yaitu Amanah, Arrum, Tabungan Emas, Mulia, Aneka 

Jasa dan Ar-Rahn (Gadai Syariah).2 Adapun produk yang akan peneliti 

gunakan yaitu hanya gadai emas, untuk kategori emas yang dapat digadaikan 

biasanya memiliki kadar 99% sampai dengan 50%, dan yang paling banyak di 

gadaikan yaitu emas yang berkadar 99% yaitu emas 24 karat, 91% emas 22, 

dan logam mulia. 

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang ada di Indonesia 

yang menyalurkan dana untuk masyarakat dikelas menengah kebawah yang 

berbentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang berharga. Pegadaian 

syariah akhir-akhir ini juga memilki produk unggulan yaitu rahn (gadai emas 

syariah) tanpa bunga pinjaman, dengan demikian nasabah sangat dimudahkan 

dalam pengambilan kewajiban. Pada saat kita menggadaikan barang di 

pegadaian syariah memiliki dua akad yaitu akad ijarah dan rahn. Akad rahn 

dilakukan oleh pihak pegadaian untuk menahan suatu barang bergerak sebagai 

                                                                 
2
 iFeri i, Syahrul Ti. i“Pengelolaan i iPenyimpanan i iBarang i iAgunan i iEmasi iGadai i iSyariah i ipada i 

iPT.i iPegadaian i iSyariahi i(Persero) i iSyariah i iCabang i iTapak i iTuan”.i i(Banda i iAceh,i iUin i iAr-Rantry:2017) 
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jaminan atas hutang nasabah. Sedangkan akad ijrah yaitu akad pendukung 

yang berfungsi untuk pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui 

pembayaran upah sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 

barangnya sendiri.  

Melalui kedua akad  ini sangat memungkinkan bagi pihak pegadaian 

syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan untuk barang bergerak milik 

nasabah yang telah melakukan akad. Salah satu produk di pegadaian syariah 

yang dapat dijadikan sebagai pembayiayaan yaitu gadai emas (rahn) yang 

merupakan jaminan berupa bukti fisik sebagai jaminan atas pembiayaan. 

Dalam rahn ini barang gadai tidak otomatis menjadi milik pihak yang 

menerima gadai sebagai ganti piutangnya. Dengan arti lain fungsi rahn sendiri 

di tangan pihak pemberi hutang hanya sebagai jaminan hutang dari yang 

berhutang. Akan tetapi barang tersebut akan tetap milik orang yang 

berhutang.3 

Berkembangnya Pegadaian Syariah tentu tidak terlepas dari beberapa 

faktor, salah satunya laporan keuangan yang dapat dipercaya, dalam 

pencatatannya laporan keuangan harus sesuai dengan akuntansi agar dapat 

digunakan sebagai penggambaran suatu kinerja perusahaan tersebut. 

Akuntansi adalah sebuah pencatatan transaksi keuangan yang didalamnya 

terdapat pengakuan, penilaian, dan pengungkapan informasi dalam sebuah 

laporan keuangan. Pada pencatatan akuntansi rahn memiliki dua versi 

                                                                 
3

iChandra,i Kartika ipriliana i.“analisisi ipenerapan i iakuntansi i igadai i isyariah i i(rahn) i ipada i 

ipegadaian i isyariah i icabang i ijember”.i i(universitas i ijember:i ijemberi i2015) 
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pembukuan yaitu pembukuan bagi pihak murtahin (yang menerima gadai) dan 

bagi pihak yang menggadaikan (rahin).4  

Selain laporan keuangan pegadaian syariah harus memiliki standar 

acuan yang mengaturnya. Untuk standar yang mengaturnya yaitu Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 

tentang gadai syariah dan PSAK 107 yang mengatur tentang akad ijarah. 

Untuk peraturan terkait PSAK 107 pihak pegadaian belum mengetahuinya 

tetapi jika dilihat dari akadnya yaitu rahn dan ijarah pegadaian sudah memakai 

PSAK 107.  Dengan adanya Fatwa dan PSAK 107 ini, diharapkan untuk 

pegadaian syariah benar-benar menjalankan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah. Akan tetapi pegadaian syariah dalam aspek kelembagaan akan tetap 

menginduk pada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tentang Pengalihan 

Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum 

(PERUM) Pegadaian tanggal 10 april 1990.5 

Adapun hasil dari wawancara peneliti kepada pihak pengelola unit 

Pegadaian Syariah Kota Metro yaitu: Didalam praktik gadai syariah saat ini 

nasabah dibebani biaya  perawatan dan biaya sewa tempat, bukan beban bunga 

atas uang kontan yang diterima oleh penggadai, dalam sistem gadai syariah 

biasanya disebut dengan biaya ijarah (biaya ujrah). Biaya ini dihitung per 10 

hari. Untuk biayanya administrasi dan ijarahnya sendiri tidak ditentukan 

bersadarkan jumlah pijaman itu sendiri melainkan dihitung berdasarakan 

taksiran harga barang saat ini. Sedangkan besar jumlah pinjaman itu sendiri 

                                                                 
4
 iNurhayati, Srii . “Akuntansi Syariah Indonesia”. (Salemba Empat: Jakarta 2009) 

5
 iSuhain, Siti.i “Perbandingan Hukum Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensional Pada 

Pt. Pegadaian Pekanbaru”. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016 
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tergantung dari nilai jaminan yang di berikan, jika semakin besar nilai barang 

tersebut maka akan semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh 

nasabah. Sementara itu, pihak pegadaian hanya akan memproleh dari biaya 

sewa tempat yang akan diambil. Adapun prosedur pengajuan kredit Rahn 

terdiri dari tahap pengajuan, tahap perjanjian, tahap terealisasi perjanjian dan 

tahap akhir gadai.6 

Dari pengamatan peneliti selama melakukan pengamatan di PT. 

Pegadaian Syariah Unit Kota Metro bahwa pihak pegadaian syariah hanya 

melakukan pencatatan pada pengeluaran Surat Bukti Rahn (SBR) untuk 

pencatatannya ditulis langsung oleh penaksir didalam “Pengeluaran SBR”. 

Setelah itu bagian kasir melakukan input data semua pengeluaran atas 

pembiayaan yang di keluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Kota Metro 

lalu transaksi yang terjadi pada saat itu akan dikirimkan langsung ke Cabang 

yaitu PT. Pegadaian Syariah Bandar Lampung, dan kasir hanya akan 

mengeprint data berupa rekening koran saja, semua transaksi tersebut 

dilakukan secara otomatis oleh komputerisasi, online dan terpusat. Dari alur 

ini diketahui bahwa tidak ada pembukuan besar dari pihak Pegadaian Syariah 

disetiap transaksi. 

Untuk meminimalisir terjadinya ketidak sesuaian data, pembiayaan 

gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat 

menghasilkan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang 

                                                                 
6 Wawancara dengan ibu Aryani, selaku pengelola unit pada tanggal 18 Juni 2021 
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dapat diandalkan serta mengurangi adanya ketidak sesuaian data atas 

perlakuan akuntasi pegadaian syariah pada rahn emas. 

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan 

pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari 

segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Didalam akuntansi ada 

beberapa siklus yang harus di penuhi agar dikatakan sebagai laporan keuangan 

yang layak disajikan. Adapun siklusnya yang harus dipenuhi yaitu membuat 

penjurnalan, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, 

jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah 

pembuatan jurnal pembalik. Jika semua telah dimiliki dalam pelaporan 

keuangan suatu perusahaan maka dapat dikatakan penerapan akuntansi pada 

perusahaan tersebut sudah sesuai dan layak disajikan sebagai informasi 

penggunanya. 

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 

bagaimana penerapan akuntansi atas gadai emas pada Pegadaian Syariah 

karena pada kurun waktu beberapa tahun ini rahn menjadi produk unggulan 

yang disebabkan kenaikan harga emas naik. Sehingga peneliti ingin 

mengambil judul “Analisis Penerapan Akuntasi atas Pembiayaan Rahn 

(Gadai Emas) studi kasus pada PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro.” 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh 

rumusan maslah yaitu: Bagaimanakah penerapan akuntansi atas pembiayaan 

rahn gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah? 
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C. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi atas 

pembiayaan rahn (gadai emas) di PT. Pegadaian Syariah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 

dalam mengetahui penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat diadakannya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada semua pihak yang memerlukan, 

terutama pengelola Pegadaian Syariah dalam melaksanakan kegiatan 

dengan memperbarui sistem agar nasabah semakin yakin untuk 

melakukan pengajuan pembiayaan di Pegadaian Syariah. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan berisi uraian secara sistematis mengenai hasil 

penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji. 

Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang 

akan dibahas belum pernah diteliti atau berbedai idengani ipenelitian ini 

sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritisi terhadapi hasil kajian terdahulu perlu 

dilakukan dalam bagiani ini. 
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Hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh Iraka Ikasa Putri yang 

berjudul “analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah rahn”. Jenis 

penelitian ini  adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan mengalisis  bagaimana perlakuan akuntansi pembiyaan 

gadai syariah (rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Tbk. Pontianak. 

Dari hasil penelitian tersebut PT. Bank Syariah Mandiri telah menjalankan 

pedoman akuntansi dan perlakuan akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai 

dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No.26/DSN-MUI/III/2002.7 

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akuntansi atas 

pembiayaan rahn serta teori yang digunakan sama. Sedangkan perbedaan 

antara penelitian relevan dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah tidak 

menggunakan akad mudharabah tetapi menggunakan akad ijarah kemudian 

objek penelitian relevan dilakukan di Bank Syariah Mandiri.  

Penelitian lainnya yaitu penelitian dari Radila Arifin M.H, Grace B. 

Nangol, dan Lidia M. Mawikere yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi 

Gadai Emas Berdasarkan Psak 107 Pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang 

Manado”. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank syariah yaitu 

karyawan bank dibidang gadai maupun dokumentasi-dokumentasi dari pihak 

                                                                 
7 Putri, iIra Ikasa. “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) 

Pada PT. BankSyariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak” Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Tanjungpura Vol. 2, No. 2, Desember 2013 Hal. 1-20 
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bank. Dari hasil penelitian Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang telah 

menjalankan akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-

MUI/III/2002.8 

Dilihat dari penelitian relevan diatas perbedaan dalam penelitian 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian 

dan pada pembahasan yang membahas tingkat keuntungan pada beberapa 

tahun sebelumnya sedangkanpeneliti hanya membahas tentang bagaimana 

penerapan akuntansi atas pembiayaan pada rahn. Untuk persamaannya 

penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu memiliki 

persamaan tentang penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn.  

Selanjutnya penelitian relevan lainnya yaitu penelitian yang ditulis 

oleh Amalia Lika yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas 

Pembiayaan Rahn “Gadai Emas” studi kasus pada PT. Pegadaian Syariah 

cabang A.R Hakim Medan”. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif 

dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan 

adalah data primer dan data skunder yang dilakukan dengan menggunakan 

teknik wawancara, observasi,dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn di Pegadaian 

Syariah cabang A.R Hakim Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 

107 dalam hal pengakuan biaya perbaikan objek ijarah karena dalam 

                                                                 
8
 M.H, Radila Arifin. et al.“Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah 

Berdasarkan Psak 107 Pada Pt.Bank Syariah Mandiri Kantor Caban Manado”  Jurnal EMBA     

Vol.7 No.3 Juli 2019, Hal. 3867 – 3876. 
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Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan tidak melakukan perbaikan 

objek ijarah melainkan hanya menyimpan marhun saja.9 

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sama-sama membahas tentang penerapan akuntansi atas 

pembiayaan rahn gadai emas di pegadaian syariah. Perbedaan penelitian 

relevan dengan penelitian ini yaitu terletak pada tempat dan waktu penelitian.  

 

                                                                 
9
Lika, Amalia.“Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiyaan Rahn (Gadai Emas) Studi 

Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan” (Medan, Uin Sumatera Utara: 

2018) 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akuntansi  

1. Pengertian Akuntansi  

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, 

dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis 

dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Oleh karena itu, 

pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi 

keungan perusahaan serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan, 

sehingga dapat mengambil keputusan maupun pemilihan dari berbagai 

tindakan alternatif ekonomi. Akuntansi dikatakan suatu seni karena 

diibaratkan beberapa pelukis hendak menggambar atas objek yang sama, 

maka pelukis tersebut akan menggunakan cara sesuai dengan 

kemampuannya dan minimal akan menghasilkan gambaran sesuai dengan 

objek yang digambar. Begitu juga dalam akuntansi,para pelaku bisa 

membuat laporan sesuai dengan kemampuannya tetapi tetap berdasarkan 

pada standar akuntansi yang berlaku.10 

2. Pemakai informasi akuntansi  

Adapun orang-orang yang termasuk pemakai informasi akuntansi 

yaitu: 

a. Investor, penanam modal, penasihat dan pemegang saham, 

kegunaannya yaitu untuk menentukan apakah mereka harus membeli, 
                                                                 

10
 Bahri, Syaiful. Pengantar Akuntansi, (Andi Offset: Yogyakarta 2016) 
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menahan, atau menjual investasinya dan untuk melihat apakah 

perusahaan tersebut mampu membayar deviden atau tidak. 

b. Karyawan membutuhkan informasi keuangan mengenal stabilitas dan 

profitabilitas perusahaan. 

c. Pemberi pinjaman, juga membutuhkan informasi keuangan untuk 

memutuskan apakah pinjaman dan bunganya dapat dibayar pada saat 

setiap jatuh tempo.  

d. Pelanggan, informasi keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan 

hidup perusahaan. 

e. Pemasok dan kreditur usaha lainnya, untuk memutuskan apakah jumlah 

terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

f. Pemerintah, informasi keuangan sangat dibutuhkan untuk mngatur 

aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional. 

g. Masyarakat, digunakan untuk membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir 

kemampuan perusahaan.11 

3. Siklus akuntansi  

Siklus akuntansi merupakan tahapan-tahapan mulai terjadinya 

transaksaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap 

untuk pencatatan berikutnya. Adapun beberapa tahapan dari siklus 

akuntansi ini adalah: 

                                                                 
11

 Ibid., 2 
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a. Tahap pertama yaitu dimulai dengan bukti transaksi dan dilakukan 

dengan tahap penjurnalan kemudian dipindahkan atau diposting ke 

buku besar sesuai dengan akun masing-masing. 

b. Tahap kedua yaitu bukti transaksi yang menjadi sumber untuk mengisi 

buku pembantu, setelah proses selesai maka disusun neraca saldo. 

c. Kemudian hasil akan diketahui setelah melihat keseimbangan neraca 

sisi debet dan kredit. 

d. Tahap keempat, pencatatan pertama akhir periode pelaporan yaitu 

penyesuaian. Kemudian dibuat jurnal penyesuaian dan diposting ke 

buku besar. 

e.  Tahap kelima, buku besar yang dimaksud sebelumnya yaitu buku besar 

yang sudah berisi hasil posting dari jurnal transaksi. Saldo-saldo buku 

besar sudah bersumber dari dua jurnal yaitu jurnal transaksi dan jurnal 

penyesuaian. 

f. Tahap keenam, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian.  

g. Tahap ketujuh, menyusun laporan keuangan dengan diawali membuat 

kertas kerja atau  neraca lajur. Setelah itu dilakukan pencatatan jurnal 

penutup. 

h. Tahap kedelapan, jurnal penutup langsung diposting kebuku besar. 

Buku besar tersebut berisi jurnal transaksi. Setelah itu dibuat neraca 

saldo setelah penutupan. 
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i. Tahapan terakhir yaitu membuat jurnal pembalik dan diposting ke buku 

besar.12 

B. Pembiayaan  

1. Pembiayaan Rahn 

Pebiyaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pegadaian 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil. 

Gadai (rahn) adalah harta yang di jadikan oleh pemiliknya sebagai 

jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat di jadikan 

(seluruh atau sebagainya) untuk pembayaran utang apabila orang yang 

membayar hutang tidak dapat membayar hutangnya. Gadai adalah hak 

yang di peroleh oleh kreditur (pemberi pinjaman) yang mempunyai 

piutang atas barang yang bergerak. Barang yang bergerak tersebut 

diserahkan ke kreditur kepada debitur (orang yang mempunyai utang) atau 

kepada orang lain atas nama debitur. Debitur memberikan kekuasaan 

kepada kreditur untuk menjual barang bergerak sebagai barang yang telah 

diserahkan sebagai jaminan untuk melunasi utang jika kelak debitur tidak 

dapat melunasi kewajiban setelah jatuh tempo.13 

                                                                 
12

 Ibid., 19 
13

 M.H, R Arifin, et al.“Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan 

Psak 107 Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado”  Jurnal EMBA     Vol.7 No.3 

Juli 2019, Hal. 3867 - 3876 
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Dalam kata lain gadai merupakan salah satu perjanjian utang 

piutang, yang mana kepercayaan orang yang berpiutang, maka orang yang 

berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan kepada utangnya 

yang itu. Barang tersebut akan tetap di miliki orang yang berhutang tetapi 

di kuasai oleh orang yang ber piutang. Secara teknis gadai emas dapat 

dilakukan oleh lembaga tersendiri seperti pegadaian, baik sebagai lembaga 

swasta ataupun pemerintah.14 

Menurut pengertian dalam islam gadai emas adalah rahn yaitu 

perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Kata rahn 

menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung”, dan “menahan”. 

Sedangakan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai. 

Menurut pandangan syara’ yaitu tanggungan hutang. Dengan adanya 

tanggungan tersebut seluruh atau tanggungan tersebut dapat di terima. 

a. Persamaan gadai konvensional dan gadai syariah 

1) Hak gadai atas pinjaman utang 

2) Adanya barang sebagai jaminan hutang 

3) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang sedang gadaikan 

4) Biaya barang yang sedang digadaikan ditanggung oleh pemberi 

gadai 

5) Jika batas waktu yang pinjaman uang habis, barang boleh di jual 

atau di lelang 

                                                                 
14

 i i iNawawi, Fajari Ikhwan,i iSetyowati, Ro’fah i,i iR, Suharto. “PELAKSANAAN GADAI 

EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA BNI SYARIAH KOTA SEMARANG”  

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 hal 3 
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b. Perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah 

1) Gadai konvensional, menurut hukum perdata berprinsip tolong 

menolong dan mengambil keuntungan melalui penarikan bunga atau 

sewa modal. Sedangkan gadai syariah dilakukan secara sukarela atas 

dasar tolong menolong tanpamengambil keputusan 

2) Gadai konvensional, hak gadai hanya berlaku pada benda yang 

bergerak sedangkan dalam gadai syariah berlaku kepada seluruh 

benda, baik itu bergerak maupun tidak bergerak. 

3) Dalam gadai konvensional memiliki istilah bunga sedangkan gadai 

syariah tidak memiliki istilah tersebut. 

4) Gadai konvensional menurut hukum perdata dilaksakan melalui 

suatu lembaga yang ada di Indonesia yang disebut lembaga Perum 

Pegadaian. Sedangkan di gadai syariah menurut hukum islam dapat 

dilakukan tanpa melalui lembaga.15 

2. Dasar Hukum Rahn 

a. Menurut Al-Qur’an 

Dalam al-qur’an telah menjelaskan tentang rahn pada surah al-

baqarah ayat 283, yang artinya:  

                           

                                

 

                                                                 
15

 Adawiyah, Shintya Robiatul, et al.“Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai 

Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung “ Vol 1 No. 2 ,2018  Pactum Law Journal 2018 

Hukum Perdata all right reserve. 
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Artinya: Dan apabila kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak 

secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi, jika 
sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya). QS.Al-Baqarah:28316 

Adapun penjelasan ringkasnya yaitu jika kamu dalam 
perjalanan dan akan melakukan transaksi tetapi tidak secara tunai, 
maka hendaklah ada barang tanggungan (barang jaminan) yang 

dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian yang lain, 
maka yang di percayai sebagian yang lain,maka yang dipercai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya). 

b. Hadist  

Adapun hadist yang menjelaskan perihal gadai, yaitu: 

1) Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a berkata: 

ٌِّ أنََّ  َّمَ اشْتزََي طعََامًا مِهْ َهَىُْدِ رَسُىْلَ اللهِ صَلًَّ اللهُ عَلَُْهِ وَسَل

 .إلًَِ أجََلٍ وَرَهنَهَُ دِرْعًا مِهْ حَدَِدٍْ 

“Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makan 

dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi mengadaikan 
sebuah baju besi  kepadanya”. 

 

Salah satu bentuk tolong menolong adalah memberi 
pinjaman, dalam hal ini adalah fenomena yang terjadi di 

lembaga keuangan yaitu pihak kreditur memberi pinjaman 
kepada debitur dengan memberikan barang/benda sebagai 
barang jaminan kepada debitur dengan demikian pihak kreditur 

memberikan kepercayaan hak jaminan atas benda tersebut 
dengan debitur. 

 
2) Hadist Nabi riwayat al-Syafi’i dan Nabi Muhammad SAW 

bersabda: 

ٌْ رَهنَهَُ، لهَُ غُنمُْهُ وَعَلَُْهِ  َّذِ ههُْ مِهْ صَا حِبِهِ ال  غُزْمُهُ.لاَ َغُْلقََ الزَّ

“tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 
menggadaikannya ia memperoleh manfaat dan menanggung 
resikonya”. 

                                                                 
16

 iNawawi, Fajar iIkhwan, Et.al.i iOp.cit i ihal-8 
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Dalam hadist tersebut telah dijelaskan bahwa 

kepemilikan barang jaminan gadai tidak akan terlepas dari 
pihak pemiliknya, barang tersebut hanya akan menjadi jaminan 
yang dapat dimanfaatkan pemilik untuk mendapatkan 

pembiayaan dan sudah menjadi resiko penggadai apabila tidak 
dapat membayarnya. 

 
c. Ijma’ 

Berkaitan dengan perolehan perjanjian gadai ini, jumhur 

ulama berpendapat dibolehkan dan mereka tidak pernah berselisih 

pendapat seperti hal ini. Jumhur ulama memiiki pendapat 

kemudian disyari’atkan pada saat tidak bepergian, berdasarkan 

contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang 

menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari 

seorang yahudi. Paraulama kemudian mengambil contoh dari Nabi 

Muhammad SAW. 

Adapun beberapa ulama yang membolehkan hukum 

rahn,antara lain yaitu: 

Pendapat ibnu Qudamah:  

ههِْ  ًَ جَىَسِالزَّ االِإجُمَاعُ فأَجٌْمَمَعَ المُسْلمُِىنَ عَل  فِ الجُْمْلةَِ وَأمٌَّ

“mengenai dalil ijma’ umat islam sepakat (ijma’) bahwa secara 
garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) di perbolehkan.” 
(fatwa DSN-MUI/IV/92/2014) 

 

Pendapat Al-kitab Al-Syirbini: 

 َ ههِْ وَلجُْمْهزُُ عَلًَ أنَْ لُِسْ للِمُْزْ تهَِهِ أنَْ َنَتْ  فعَِ بشٍَِءٍ مِهَ الزَّ
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“ Mayoritas ulama (selain Ahmad) berpendapat bahwa penerima 

gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.” 
(FATWA DSN-MUI/IV/92/2014)17 

 

d. Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN 

No.26/DSN-MUI/III/2002. 

Fatwa ini membahas tentang gadai syariah (Ar-rahn) yang 

mengatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang 

sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan, berikut 

isi dari kedua fatwa tersebut: 

Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 

Ketentuan umum:  

a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 

marhum (barang) sampai semua hutang rahin (yang 

menyerahkan barang) dilunasi. 

b) Marhun dan menfaatnya tetap menjadi milik rahin. Dan pada 

prinsipnya marhun tidak boleh di manfaatkan oleh murtahin 

kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan 

pemanfaatannya yaitu sekedar pengganti biaya pemeliharaan 

perawatannya. 

c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhum pada dasarnya 

menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh 

murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan perawatannya tetap 

menjadi kewajiban rahin. 

                                                                 
17

 Agustin, Yuliana. Wahidahwati.“Analisis Kesesuaian Akuntansi Rahn Emas Dalam 

Perspektif Psak Pada Hadits Imam Bukhari” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 

8, Agustus  2017 Hal-6 
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d) Besarnya biaya administrasi dan penyimpanan merhun tidak 

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

Penjualan marhun: 

a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan 

rahin untuk segera melunasi hutangnya. 

b) Apabila rahin tidak melunasi hutangnya, maka marhun 

dijual paksa/dieksekusi. 

c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, 

biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar 

serta biaya penjualan. 

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi pemilik rahin dan 

kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 

Ketentuan penutup 

a) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajiban 

atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak. 

Maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase 

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

jika dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah dan 

disempurnakan sesuai ketentuan.18 

 

                                                                 
18

 Putri, Ira Ikasa.“Analisis Perlakuan Akuntansi Biaya Pembiayaan Gadai Syariah 

(Rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak ” Jurnal Audit dan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Vol. 2, No. 2, Desember 2013 Hal. 1-20 
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Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 berikut adalah: 

a) Rahn emas di perbolehkan sesuai atas prinsip rahn (dilihat pada 

Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn)   

b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung 

oleh penggadai (rahin). 

c) Ongkos sebagaimana dimasud apada ayat 2 besarnya 

didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 

d) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan 

akad ijarah.19 

3. Rukun dan Syarat Rahn 

a. Rukun gadai emas yaitu: 

1) Rahin (yang menggadaikan) syarat rahn,orang yang telah dewasa, 

berakal, bisa di percaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. 

2) Murtahin (yang menerima gadai), orang yang dipercaya rahin untuk 

menerima modal dengan jaminan gadai. 

3) Marhun (barang yang di gadaikan) barang yang digunakan rahin 

untuk yang dijadikan  jaminan dalam mendapatkan uang. 

4) Marhun bih (utang) sejumlah dana yang di berikan murtahin kepada 

rahin atas dasar besarnya taksiran marhun. 

5) Sighat, (ijab dan qabul) kesepakatan rahin dan murtahin dalam 

melakukan transaksi gadai.20 

                                                                 
19

 Dewan Syariah Nasional MUI. Nomor:26/DSN-MUI/III/2002. 
20

iLika, Amalia.i “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn   

(Gadai Emas)” (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018) Hal.12 
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Jika semua ketentuan diatas sudah terpenuhi, dan sudah sesuai 

dengan ketentuan kemudian dilakukan oleh orang yang telah 

memenuhi syarat tersebut makan gadai dinyatakan telah sah. 

b. Syarat gadai emas yaitu: 

1) Sighat, dengan syarat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu 

dan waktu yang akan datang. 

2) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, yang di tandai 

dengan dewasa, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. 

3) Utang (marhun bih) memiliki pengertian bahwa hutang adalah 

kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada 

pihak yang memberi piutang, barang yang dimanfaatkan, jika 

tidak bermanfaat makatidak sah,barang tersebut dapat di 

manfaatkan. 

4) Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima 

gadai) atau wakilnya sebagai jaminan hutang. 

Di pegadaian syariah memiliki ketentuan suatu transaksi yang 

menggunakan dua akad yaitu (a) akad rahn dan (b) akad ijarah. 

Meskipun keduanya memiliki maksud yang sama, tetapi 

sesungguhnya memiliki perbedaan. Namun dalam pelaksanaannya 

maka nasabah rahn tidak mengadakan akad dua kali. 

1) Akad rahn yang di maksud adalah menahan harta milik si 

peminjam sebagai jaminan atas pinjamanyang di terimanya, pihak 



23 

 

 
 

yang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau 

sebagian seluruh pituanganya. 

2) Akad ijarah. Dalam gadai syariah dengan akad ijarah, penerima 

gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada 

nasabahnya. Berarti nasabah (rahin) memebrikan fee kepada 

murtahin ketika masa kontrak berakhir dan murtahin 

mengembalikan marhun kepada rahin.21 

Dari uraian diatas, dewasa ini pegadaian syariah telah 

memiliki mekanisme operasionalnya tersendiri melalui akad rahn, 

kemudian nasabah menyerahkan barang bergerak lalu pegadaian 

akan menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah di sedikan. 

Dalam hal ini akan timbul biaya-biaya yang meliputi nilai investasi 

atas tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses 

kegiatannya. 

4. Penerapan Akuntasi  pada Pembiayaan Rahn 

Penerapan akuntansi untuk rahn berdasarkan Fatwa DSN 

No.25/DSN-MUI/III/2002, Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 dan 

akad pendamping yaitu ijarah pada PSAK 107. 

a. Pengakuan dan pengukuran 

1) Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat 

terjadinya akad. 

                                                                 
21

 Putri, Ira Ikasa. “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) 

Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak”. Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Tanjungpura Vol. 2, No. 2, Desember 2013 Hal.6-7 
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2) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas 

asset (sewa ditempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin). 

3) Pengakuan biaya diakui pada saat terjadinya akad. 

b. Penyajian pengungkapan. 

1) Penyajian  

Pendapatan ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi beban-

beban yang terkait. Misalnya biaya pemeliharaan dan perbaikan. 

2) Pengungkapan  

Murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan 

ijarah mutahiyah bittamlik. 

Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi 

tidak terbatas pada: 

a) Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang 

digunakan (jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan). 

b) Pembatasan-pembatasan. 

c) Agunan yang digunakan.22 

5. Akuntansii iijarah 

Akadi iijarahi iadalahi iakadi ipemindahani ihaki igunai i(manfaat)i iatasi isuatui 

ibarangi idalami iwaktui itertentui idengani ipembayarani isewai i(ujrah),i itanpai idiikutii 

idengani ipmindahani ikepemilikani ibarangi iitui isendiri.i 

Berikut contoh ilustrasi jurnal perlakuan akuntansi gadai emas: 

                                                                 
22

 iPriliana, Kartika Chandra i i.”Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (RAHN) 

pada Pegadaian Syariah cabang Jember”. (Universitas Jember: Jember 2015) 
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Pada saat menerima gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda 

terima atas barang. 

1. Pada saat menyerahkan uang pinjaman 

Jurnal: Dr. piutang  xxx 

   Cr. Kas  xxx 

Pada saat menyerahkan uang jaminan Pegadaian Syaraiah Unit 

Kota Metro mengakui sebagai piutang disaat mencairkan hutang 

pinjama kepada nasabah yang sudah disepakati. 

2. Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan. 

Jurnal: Dr. kas   xxx 

Cr.pendapatan  xxx 

Pada saat nasabah melakukan pengangsuran pegadaian syariah 

akan menerima pendapatan ijarah yang dihitung per 10 hari.  

3. Pada saat mngeluarkan untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan. 

Jurnal: Dr. beban  xxx 

Cr.kas   xxx 

Jurnal ini terjadi ketika nasabah tidak melakukan pembayaran 

sewa ijarah secara rutin, maka yang akan membayar biaya 

pemeiharaan dan penyimpanan adalah pegadaian syariah. 

4. Pada saat pelunasan hutang pinjaman, barang gadai dikembalikan 

dengan membuat tanda serah terima barang. 

Jurnal: Dr. kas   xxx 

Cr. Piutang  xxx 
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Pada saat ini Pegadaian Syariah Unit Kota Metro akan 

mendapatkan uang pinjaman dan menyerahkan kembali piutang berupa 

barang jaminan milik nasabah. 

5. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian 

barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan. 

Penjualan barang gadai, jika nilainya sama dengan piutang. 

Jurnal:  Dr. kas   xxx 

Cr. Piutang  xxx 

Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih 

antara nilai penjualan dengan saldo piutang. 

C. Pegadaian Syariah 

1. Pengertian Pegadaian Syariah  

Pegadaian syariah merupakan salah satu badan usaha di Indonesia 

yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegian lembaga 

keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke 

masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian merupakan tempat bagi 

konsumen untuk meminjam uang dengan barang-barang pribadi 

konsumen sebagai jaminannya. Perum pegadaian syariah bahkan dinilai 

sebagai ekonomi kerakyatan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa 

masyarakat kelas bawah pun bisa memanfaatkan jasa gadai dari perum 

pegadaian ini.23 

 

                                                                 
23

 Nadhirotul, Ulbab i.i“Strategi Pemasaran Produk -Produk Gadai Syariah Dalam 

Meningkatkan Jumlah Nasabah Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit 

Semarang”, (Uin Walisongo: Semarang 2016) 
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2. Tujuan dan Manfaat Pegadaian 

Sifat usaha pegadaian syariah pada prinsipnya menyediakan 

pelayanan kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk 

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu 

pegadaian bertujuan sebagai berikut: 

a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional 

pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan / penjaman atas 

dasar hukum gadai. 

b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar 

lainnya. 

c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek 

jejaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana 

mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga. 

d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat 

mudah. 

Adapun manfaat pegadaian antara lain: 

a. Bagi nasabah : tersedianya dengan prosedur yang relative 

lebihsederhana dan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan 

pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat 

manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. 

Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat 

dipelihara. 
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b. Bagi perusahaan pegadaian: 

1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan 

oleh peminjam dana. 

2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh 

nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi pihak banksyariah yang 

mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan 

dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat 

penyimpanan emas. 

3) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak 

di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada 

masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relative 

sederhana. 

4) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh 

digunakan untuk24 : 

a) Dana pembangunan semesta (55%) 

b) Cadangan umum (20%) 

c) Cadangan tujuan (5%) dan  

d) Dana sosial (20%) 
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 Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn pada Lembaga Keuangan Syariah”, Journal 

Of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 Semptember 2018 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan 

penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research). Penelitian 

lapangan adalah penelitiani iyangi ibertujuani iuntuki imempelajarii isecarai iinsentifi 

imngenaii iuniti isosiali itertentu,i iyangi imempelajarii isecarai iinsesntifi imengenaii 

iuniti isosiali itertentu,i iyangi imeliputii iindividu,i ikelompok,i ilembaga,i idani 

imasyarakat.25 

Peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di 

lapangan yaitu mengenai penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn emas 

pada PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. 

Penelitian deskriptifi iadalahi ipenelitiani iyangi idigunakani iuntuki 

imenggambarkan,i imenjelaskan,i idani imenjawabi ipersoalan-persoalani itentangi 

ifenomenai idani iperistiwai iyangi iterjadii isaati iini,i iataui idengani iadanyai ianalisisi 

ihubungani iantarai iberbagaii ivariabeli idalami isuatui ifenomena. 

Sedangkani ipenelitiani ikualitatifi imerupakani iproseduri ipenelitiani iyangi 

imampui imengasilkani idatai ideskriptifi iberupai iucapan,i itulisan,i idani iperilakui 
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 Hardani et al, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 

2020). 
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idarii iorang-orangi iyangi idiamati.i iMelaluii ipenelitiani ikualitatifi iinii 

imemungkinkani idiperolehi ipemahamani itentangi ikenyataani imelaluii iprosesi 

iberfikiri iinduktif. 

Berdasarkani ipenjelasani itersebuti idapati iditariki ikesimpulani ibahwai 

ipenelitiani ideskriptifi ibertujuani iuntuki imemberii igambaran,i imemecahkani 

ipermasalahani iberdasarkani ihasili ipengamatani iobjeki idani isesuaii ifakta.i iDalami 

ipenelitiani iinii itentangi ianalisisi ipenerapani iakuntansii iatasi ipembiayaani irahni 

iemasi idii iPT.i iPegadaiani iSyariahi iUniti iKotai iMetro. 

B. Sumberi idata 

Dalami imelakukani ikegiatani ipenelitiani idibutuhkani idatai iyangi idipeolehi 

idarii iberbagaii isumber.i iSumberi idatai idapati idibagii imenjadii idua,i iyaitui idatai iprimeri 

idani isekunder.26 

1. Sumberi iDatai iPrimeri i 

Sumberi idatai iprimeri iyaitui idatai iyangi idiperolehi ilangsungi idarii isumberi 

ipertama.i iSumberi idatai iprimeri iyangi ipenulisi igunakani iyaitui idatai iyangi idiperolehi 

idengani icarai iwawancarai ilangsungi idengani ikaryawani iuniti iPT.Pegadaiani 

iSyariahi iyaitui ipadai ikasiri idani ipenaksiri iuntuki imemperolehi idatai iyangi ikuat. 

2. Sumberi iDatai iSekunderi i 

Sumberi idatai isekunderi iadalahi isumberi iyangi idapati imemberikani iinformasii 

iataui idatai itambahani iyangi idapati imemeperkuati idatai ipokok,i ibaiki iyangi iberupai 

imanusiai iataui ibendai i(buku,i iKoran,i idani ilain-lain).i iDalami ipenelitiani iinii iyangi 

                                                                 
26

i iIbid,i i113 
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imenjadii isumberi idatai isekunderi iadalahi idokumen-dokumeni iresmi,i ibuku-buku,i 

ihasil-hasili ipenelitiani idani idata-datai ilaini iyangi iberkaitani idengani ibiayai iijarah. 

C. Teknik pengumpulan data 

1. Wawancara  

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, 

dengan ataui itanpai imenggunakani ipedomani i(guide)i iwawancara.i iIntii idarii 

imetodei iwawancarai iinii ibahwai idii isetiapi ipenggunaani imetodei iinii iselalui imunculi 

ibeberapai ihal,i iyaitui ipewawancara,i iresponden,i imaterii iwawancarai idani 

ipedomani iwawancarai i(yangi iterakhiri iinii itidaki imestii iharusi iada). 

Penelitiani imenggunakani ipanduani ibentuki iwawancarai iyangi isemii 

iterstrukturi idimanai ihanyai ipokok-pokoki imasalahi iyangi idipersiapkani 

isementarai ipertanyaani idiungkapkani ipadai isaati iterjadii iwawancara,i isehinggai 

ibukani iperangkati ipertanyaani iilmiahi iyangi idiucapkani isamai ipersisi iuntuki isetiapi 

iwawancara,i inamuni iadai ibeberapai ipertanyaani iumumi iuntuki imengejari icakupani 

itopiki iyangi iluas27.i i 

Untuki imendapatkani iinformasii ipenulisi imewawancarai,i iIbui iYunii 

iAryanii iselakui ikasiri idani iBapaki iRevii iYudai iPutrai iselakui ipenaksiri idii iuniti iPT.i 

iPegadaiani iSyariahi iKotai iMetro. 
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i Nugrahan Farida, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Farida Nugrahan, 2014). 
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2. Dokumentasii i 

Dokumentasii iberasali idarii ikatai idokumen,i iyangi iberartii isurati iyangi 

itertulisi iataui icetaki iyangi idapati idipakaii isebagaii ibuktii iketerangan.dokumentasii 

iadalahi isalahi isatui itekniki ipengumpulani idatai iyangi idilakukani idengani icarai 

imengumpulkani idani imengolahi idata-datai iyangi itelahi itersediai igunai 

imendapatkani ihasili iyangi imaksimal. iDatai itersebuti idiperolehi imelaluii 

idokumen-dokumeni imiliki irepondeni idani idapati iberupai igambar,i icatatani iharian,i 

ikebijakan,i isejarah,i idani iperaturan. 

D. Tekniki iAnalisai iData 

Analisai idatai iadalahi iprosesi imencarii ipenyusuni isecarai isistematisi idatai iyangi 

idiperolehi idarii ihasili iwawancara,i icatatani ilapangan,i idani idokumentasi.i iDengani icarai 

imenyusuni idatai ikedalami ikategori,i imenjabarkani ikedalami iunit-unit,i imelakukani 

isintesai iataui imemadukani idata-datai itersebuti isehnggai imenjadii ikesatuani iyangi 

iselaras,i imenyusuni idalami ipola,i imemilihi imanai iyangi ipentingi idani iyangi iakani 

idipelajarii idani imembuati ikesimpulani isehinggai imudahi idipahamii iolehi idirii isendirii 

imaupuni iorangi ilain.28 

Penelitiani iinii imenggunakani itekniki ianalisisi idatai ikualitatifi iyangi ibersifati 

iinduktifi iyaitui imetodei iyangi ibertumpui idengani ipolai ihubungani itertentui iataui 

imenjadii ihipotesisi idengani ibermula fakta-fakta yang besifat khusus, kemudian 

diolah dan disusun sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.29 

Berikut adalah tahapan-tahapan analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu: 

                                                                 
28

i iHardanii iet i ial,i iMetode i iPenelitian i iKualitatifi i&i iKuntitatif.,i i161 
29

 Ibid., 149 
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1. Wawancara, hal ini untuk membandingkan antara hasil survey lapangan 

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan PSAK 107. 

2. Mengumpulkan data transaksi rahn untuk mengetahui pengaplikasian yang 

terjadi di PT. Pegadaian Syariah unit Kota Metro. 

3. Menganalisis data dengan membandingkan antara fenomena yang terjadi 

di PT. Pegadaian Syariah unit Kota Metro dengan kesesuaian Dewan 

Syariah Nasional dan PSAK 107. Dalam hal ini terkait dengan pembiayaan 

ijarah serta pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. 

4. Melakukan evaluasi dan menarik suatu kesimpulan serta saran-saran bagi 

PT. Pegadaian Syariah unit Kota Metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah singkat Pegadaian Syariah Unit Kota Metro 

Pada saat terbitnya PP No.10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan 

menjadi tongggak awal bangkitnya Pegadaian, hal yang perlu dicermati 

bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk 

mencegah suatu praktik, hal ini tidak berubah hingga pada saat terbitnya 

PP103/2000 yang dijadikan sebagi landasan kegiatan usaha PT Pegadaian 

sampai saat ini. Banyaknya  pihak berpendapat bahwa operasionalisasi 

pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, 

telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan 

bahwa terdapat beberapa aspek menepis anggapan itu, atas izin Allah 

SWT dan telah melalui beberapa kajian panjang, pada akhirnya disusunlah 

konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal 

pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. 

Konsep pengoperasian pada PT Pegadaian Syariah mengacu pada 

sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan 

efektivitasnya diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian 

syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang / unit layanan gadai syariah 

(ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain  

PT Pegadaian Syariah. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang 

secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha konvensional. 
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Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit 

Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari 

tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, 

Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga 

September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang 

Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.30 

Seiring berjalannya waktu kini pegadaian syariah telah membuka 

cabang dan unit hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia salah 

satunya yaitu Pegadaian Syariah Unit Kota Metro yang berdiri pada tahun 

2009 dan sampai saat ini masih beroperasi. 

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Kota Metro 

Visi:  

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu 

menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang 

terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. 

Misi:  

a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu 

memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah 

untuk menolong pertumbuhan ekonomi. 

b. Memastikan pemerataan pelayan dan infrastruktur yang memberikan 

kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam 
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 Amalia., Lika. “Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) 

Studi kasus pada PT. Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan”. UIN MEDAN 2O18 
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mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan 

utama masyarakat. 

c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam 

rangka optimilisasi sumber daya perusahaan. 

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan barang tertentu 

dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetpi 

tetap menjadi penguasaan pemilik barang. 

3. Struktur Organisasi 

Layaknya seperti kantor-kantor yang lain Unit Pegadaian syariah 

juga memiliki struktur organisasi, dimana setiap jabatan memiliki fungsi 

masing-masinh untuk menunjang visi dan misi Pegadaian Syariah.  

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi 

PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro 

   

 

 

 

 

 

 

 

Pengelola/Penaksir 

 

Kasir/Tata 

Usaha 

Penjaga/Satpam 
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Fungsi: 

a. Pengelola/Penaksir bertugas sebagai mengelola dan menafsir yang akan 

digadaikan terutama emas untuk menentukan kadar dari emas tersebut, 

setelah penaksir mengetahui nilai kualitas barang kemudian baru 

ditetapkan nilai taksir barang tersebut. 

b. Kasir bertugas sebagai pemberi sejumlah uang yang akan dipinjam oleh 

nasabah sesuai dengan kualitas barang tersebut. 

c. Penjaga/Satpam bertugas sebagai penjaga keamanan di lingkungan 

pegadaian.31 

4. Produk-Produk Pegadaian Syariah Unit Kota Metro 

  Adapun produk-produk  pembiayaan yang ada di Pegadaian 

 Syariah yaitu: 

a. Ar-Rahn 

Usaha pokok dari kegiatan pegadaian syariah adalah 

menyalurkan marhun bih dalam jumlah skala kecil dengan jaminan 

harta bergerak maupun tidak bergerak atas dasar hukum gadai islam. 

Pembiayaan rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat yang 

membutuhkan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya 

dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanan. Jaminan 

yang berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. 

 

 

                                                                 
31

 Yuni Aryani, Penaksir Pegadaian Syariah Unit Kota Metro, wawancara di Metro, tanggal 21 

September 2021. 
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b. Amanah  

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan 

yang berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan 

swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. 

c. Arrum  

Pembiayaan arrum pada pegadaian syariah memudahkan para 

pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan 

BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat 

digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.  

d. Emas  

Emas memiliki dua jenis cara transaksi yaitu: 

1) Tabungan Emas 

Tabungan Emas merupakan layanan pembeli dan penjualan 

emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. 

Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 

berinvestasi emas. 

2) Mulia  

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada 

masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan 

jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan 

dengan berinvestasi secara aman untuk mewujudkan kebutuhan 

manusia dimasa depan, seperti menunaikan ibadah haji, 



39 

 

 
 

mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman 

serta kendaraan bermobil.32 

B. Hasil Pembahasan 

1. Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Unit 

Kota Metro. 

Untuk saat ini penerapan rahn di Pegadaian Syariah Unit Kota 

Metro mengenai penentuan biaya dan pendapatan sewanya dilakukan 

sesuai dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu PSAK 107 dan 

ketentuan Fatwa Dewan syariah Nasional.  

Pihak PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro menyatakan bahwa 

dalam produk gadai ini tidak mengambil manfaat dari marhun yang 

dijaminkan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa pegadaian 

memberikan “pinjaman dengan jaminan” emas kepada nasabah. Adapula 

emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 10-24 karat dengan 

maksimum 95% dari nilai taksiran serta biaya penitipan yang ditentukan 

oleh kantor pusat dan kemudian dikirimkan ke kantor cabang dan unit 

untuk biaya yang akan ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Kota 

Metro. 

a. Mekanisme Pegadaian Syariah Unit Kota Metro 

Operasi Pegadaian Syariah menggambarkan hubungan di 

antara nasabah dan pegadaian.  

Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:  

                                                                 
32

 Yuni Aryani, Penaksir Pegadaian Syariah Unit Kota Metro, wawancara di Metro, 

tanggal 21 September 2021. 
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1) Rahin (nasabah) menjaminkan barang kepada murtahin (pegadaian 

syariah) untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian 

menaksir marhun (barang jaminan) untuk di jadikan dasar dalam 

memberikan pembiayaan.  

2) Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai, akad ini 

mengenai beberapa hal, seperti biaya gadaian, jatuh tempo dan 

sebagainya.  

3) Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, 

biaya pemeliharaan, penjagaan yang dibayar pada awal transkasi 

oleh nasabah.  

4) Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. 

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk 

diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak 

efektif dan efisien.  

Mekanisme operasional gadai syariah haruslah tidak 

menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan 

melakukan hutang-piutang. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan 

produk yang dijual juga harus selalu berlandaskan syariah (Al-Qur’an, 

AlHadits, dan Ijma’ Ulama), dengan tidak melakukan kegiatan usaha 

yang mengandung unsur riba, maisir dan gharar. 

Untuk mengajukan permohonan gadai, calon nasabah harus 

terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:  
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1) Membawa foto kopi KTP atau identitas lainnya  (SIM, Paspor, dll). 

2) Mengisi formulir permintaan rahn.  

3) Menyerahkan barang jaminan (marhun) bergerak, seperti perhiasan 

emas, berlian,  kendaraan bermotor.  

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (marhun bih) 

dilakukan sebagai berikut:  

1) Nasabah mengisi formulir permintaan rahn.  

2) Nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang dilampiri 

dengan foto copy  identitas dan  barang jaminan ke loket.  

3) Petugas pegadaian menaksir marhun yang diserahkan 

4) Besarnya pinjaman (marhun bih) adalah sebesar 90% dari 

taksiran marhun.  

5)  Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani 

akad dan menerima uang pinjaman.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 33

 Yuni Aryani, Penaksir Pegadaian Syariah Unit Kota Metro, wawancara di Metro, 

tanggal 21 September 2021. 
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Tabel 4.2 

Alur Prosedur Pemberian Pinjaman. 

 

 

1. Permohonan dan penyerahan barang 

    

 

 

2.Pencairan  

  Untuk pengembalian pinjaman, prosedur yang harus dilalui 

nasabah adalah sebagai berikut :  

1) Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus 

menunggu jatuh tempo. 

2) Jumlah yang harus dibayar nasabah adalah penjumlahan dari 

pinjaman ditambah biaya sewa (ijarah) yang dibayar langsung 

kepada kasir dengan menyertakan surat gadai.  

3) Kemudian barang dikeluarkan oleh petugas dan dikembalikan 

kepada nasabah. 

 

 

 

 

 

Rahin  

Penaksir  

Penetapan jumlah fee 

Kasir  
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Tabel 4.3 

Pelunasan Marhun Bih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Prosedur Penaksiran Marhum 

Jenis akad ijarah,marhun hanya meliputi jenis barang yang 

hanya bergerak. Besar kecilanya jumlah keuntungan yang diberikan 

kepada martahin, tergantung nilai taksir barang sesudah petugas 

penaksir menilai marhun tersebut. Petugas penaksir seharusnya orang 

yang telah memiliki keahlian dan berpengalaman dalam bidang 

penaksiran marhun.34 

c. Resiko Kerusakan Marhum 

                                                                 
 

34
 Fitrianah, Elfa Dira “Analisis Tarif Ujroh Pada Produk Rahn (Gadai Emas) Di 

Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal  Unit Pasar Perumnas Palembang” (UIN 

RADEN FATAH PALEMBANG:2017). 

hal-27 

Rahin  

Kasir  

Informasi Pelunasan 

Petugas  Penyimpanan 

Marhun 
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d. Bila marhum dibawah penguasaan murtahin, maka mutahin tidak wajib 

menggantinya, kecuali jika rusak atau hilangnya itu karena kelalaian 

murtahin atau karena disia-siakan.35 

e. Berakhirnya Akad Rahn 

Suatu perjanjian tidak ada yang bersifat langgeng, artinya 

perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. 

Demikian pula untuk perjanjian gadai, namun batalnya hak gadai 

sangat berbeda dengan hak-hak yang lain. Menurut Abdul Aziz 

Dahlan, bahwa hak gadai dikatakan batal apabila: 

1) Hutang piutang yang terjadi sudah terlunasi. 

2) Marhun keluar dari kekuasaan murtahin. 

3) Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dari 

keawajibannya. 

4) Marhum tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun 

yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang. 

Sedangkan menurut sayyid sabiq bahwa hak gadai akan berakir 

apabila: 

1) Rahin telah melunasi semua kewajibannya kepada murtahin. 

2) Rukun dan syarat tidak terpenuhi. 

3) Baik rahin dan murtahin atau salah satunya ingkar  dari ketentuan 

syara’ dan akad telah di sepakati keduanya. 

                                                                 
35

 Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta:Kencana,2015) 
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Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa apa yang di 

berikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak 

ditukar dengan sesuatu, haram bagi penerima gadai (murtahin) 

mengambil keuntungan, apalagi mengekspliotasi penggadai (rahin), 

keuntungan atau imbalan dari akad ini adalah dari Allah SWT, bukan 

dari manusia. Itulah sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari 

keuntungan komersil.36 

Ketentuan: 

 
Simulasi Transaksi Rahn di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro 

Pada tanggal 6 juni 2021, Ibu Tiwi menggadaikan emasnya di 

PT Pegadaian Syariah Unit Kota Metro untuk keperluan mendesak 

yang harus di penuhi. Kemudian ia membawa barang jaminan 2 cincin 

ulir seberat 10 gram dengan kadar 24 karat. Perhitungan besar biaya 

penitipan (sewa) yang harus dibayarkan Ibu Lina dan jumlah pinjaman 

yang maksimum dapat dipinjam olehnya yaitu: 

(asumsi STL emas 24 karat = Rp 845.907), perhitungannya: 

STL  = Rp 845.907 : 24 

= Rp 35.246/karat 

Nilai Taksiran = STL x Karatase x Berat Emas  

  = Rp 35.246 x 24 x 10 

  = Rp 8.459.040 

                                                                 
36

 Wahid , Nur. Multi Akad dalam lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta, 

Deepublish:2012) 
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Uang Pinjaman = Presentase Marhun Bih (Per Gol) x Nilai Taksiran 

  = 92% x 8.459.040 

  = Rp 7.782.317 (dibulatkan menjadi Rp 7.783.000) 

Biaya Adm = Rp 50.000 (golongan C1) 

Jadi, uang pinjaman (marhun bih) yang diperoleh nasabah 

senilai Rp. 7.783.000 dan biaya administrasi senilai Rp 50.000 

Perlakuan akuntansi atas Rahn: 

1. Pada tanggal 6 juni 2021 Pegadaian Syariah Unit Kota Metro 

mengakui sebagai piutang pada saat mencairkan  uang pinjaman 

kepada nasabah yang telah disepakati. 

Jurnal :  

6 juni 2021 Marhun Bih Rp 7.783.000  

Kas  Rp7.783.000 

 

2. Biaya Administrasi diakui pada saat pinjaman dicairkan  kepada 

nasabah sebesar uang pinjaman atau penggolongan  marhun bih: 

Jurnal: 

6 juni 2021 Kas  Rp 50.000  

Pendapatan biaya adm 

gol C1 

 Rp 50.000 

 

Setelah 10 hari berlalu pada tanggal 16 juni 2021, Ibu Tiwi 

selaku rahin datang ke Pegadaian Syariah Unit Kota Metro untuk 

melakukan pelunasan. 
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Pendapatan ijarah dihitung per 10 hari. Jika nasabah 

melakukan pinjaman selama 10 hari dihitung 71/10 untuk setiap 

kelipatan nilai taksiran Rp 10.000 

Tarif ujrah = Taksiran/Rp x Tarif (Rp) X Jangka waktu /10 

  = Rp 8.459.040/Rp 10.000 x 71 x 10/10 

  = Rp 60.000 

3. Ibu Tiwi melakukan pembayaran lunas uang pinjaman selama 10 

hari dengan nominal Rp 7.783.000, maka: 

Jurnal: 

16 juni 2021 Kas  Rp 7.783.000  

Marhun bih  Rp 7.673.000 

Pendapatan ijarah  Rp 60.000 

Pendapatan biaya 
adm  Gol C1 

 Rp 50.000 

 

4. Apabila sudah jatuh tempo selama 120 hari nasabah belum 

melunasi uang pinjaman, maka pihak pegadaian syariah unit kota 

metro akan melakukan pelelangan. Saat pelelangan, ditetapkan 

biaya lelang pembeli dan penjual masing-masing 2% dari harga 

barang yang laku dilelang. 

a) Jika harga perolehan lelang lebih besar dari nilai pinjaman dan 

hasil penjualan lelang senilai Rp 9.000.000, maka akan diakui 

sebagai kelebihan uang nasabah. 
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Jurnal: 

Kas  Rp 9.000.000  

Uang kelebihan nasabah  Rp 540.960 

Piutang (marhun bih)  Rp 7.783.000 

Pendapatan ujrah  Rp 316.040 

Bea lelang pembeli  Rp 180.000 

Bea lelang penjual  Rp 180.000 

 

b) Jika harga perolehan lebih kecil dari nilai kewajiban nasabah 

dan hasil penjualan dari lelang senilai Rp. 8.000.000 maka 

pihak pegadaian syariah unit kota metro mengakui sebagai 

piutang. 

Jurnal: 

Kas  Rp 8.000.000  

Piutang (marhun bih)  Rp 7.363.960 

Pendapatan ujrah  Rp 316.040 

Bea lelang pembeli  Rp 160.000 

Bea lelang penjual  Rp 160.000 

 

Pelelangan ini terjadi ketika nasabah tidak datang untuk 

melakukan pelunasan atau perpanjangan pada hari yang telah di 

tetapkan, yaitu dalam jangka waktu 120 hari atau 4 bulan. Dalam 

perspektif islam terkait uang kelebihan kadaluarsa dari hasil lelang 

di pegadaian syariah unit kota metro tidak melanggar hukum islam, 

disebabkan karena sebelumnya telah diinformasikan kepada 

nasabah jika ada uang kelebihan dan sudah melakukan akad rahn. 
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Selain perhitungan biaya-biaya diatas ada biaya lain yaitu 

biaya premi asuransi yang ditetapkan. Biaya ini digunakan sebagai 

biaya santunan untuk nasabah yang mengalami musibah seperti 

kematian. Banyak nasabah yang tidak tahu jika pegadaian syariah 

menetapkan biaya ini. 

f. Penyajian dan Pengungkapan 

Untuk penjelasan dari pembahasan diatas terkait dengan 

penyajian dan pengungkapan untuk pembiayaan rahn oleh pihak 

Pegadaian Syariah Unit Kota Metro sebagai berikut: 

1) Piutang pada Pegadaian Syariah unit kota metro disajikan dalam 

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian (Persero) 

dan Entitas Anak sebagai aset lancar yakni dengan akun Pinjaman 

Yang Diberikan Setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan 

Nilai per periode terkait), dan diungkap dalam Catatan Atas 

Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian yakni mengacu 

pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah yang 

terdiri dari Pinjaman Usaha Gadai, Usaha Syariah, dan Usaha 

lainnya. 

2) Utang kepada nasabah di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro juga 

disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT 

Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai Liabilitas Jangka 

Pendek serta diungkap dalam catatan atas laporan keuangan 

konsolidasian PT Pegadaian (Persero) sebagai uang kelebihan nilai 
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penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal 

dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam 

jangka waktu 12 bulan uang kelebihan nasabah tersebut tidak 

diambil oleh nasabah maka dinyatakan kadaluarsa dan diakui 

sebagai pendapatan oleh perusahaan.  

3) Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi pada 

Pegadaian Syariah Unit Kota Metro disajikan dalam Laporan Laba 

Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai Pendapatan Usaha 

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan terdiri dari 

Sewa Modal Gadai KCA, Jasa Simpan/Ijarah Gadai Syariah dan 

Sewa Modal dan Pendapatan Usaha Lainnya. Sementara untuk 

pendapatan administrasi terdiri dari Usaha Gadai, Usaha Syariah 

dan Usaha Lainnya.  

4) Uang kelebihan lewat waktu disajikan dalam Laporan Laba Rugi 

Komprehensif Konsolidasian sebagai pendapatan lain-lain dan 

diungkap dalam catatan atas laporan keuangan menyatakan bahwa 

uang kelebihan lewat waktu berasal dari usaha gadai yang 

diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan untuk periode 

terkait.37 

2. Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Pembiayaan Rahn di 

 Pegadaian Syariah Unit Kota Metro. 

                                                                 
 

37
 Yuni Aryani, Penaksir Pegadaian Syariah Unit Kota Metro, wawancara di Metro, 

tanggal 21 September 2021. 
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Hasil analisis berikut merupakan hasil dari penelitian atas 

pembiayaan rahn dan ijarah di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro dengan 

melakukan perbandingan atas kesesuaian perlakuan akuntansi pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berkaitan dengan transaksi 

ijarah di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro dengan PSAK 107. Berikut 

hasil analisis: 

Tabel 4.4 

Analisis Perlakuan Akuntansi dan jurnal perbandingan 

No 
Jenis 

transaksi 

Pegadaian Syariah Unit 

Kota Metro 

 

PSAK 107 

1. Pada saat 
menerima 

gadai 
 

Pengakuan dan 

pengukuran. 

Pegadaian Syariah Unit Kota 
Metro mengakui sebagai 
piutang pada saat 

menyerahkan pinjaman 
kepada nasabah dan diukur 
sebesar pinjaman nasabah. 

Jurnal:  

Tidak ada jurnal 

Pengakuan dan 

pengukuran. 

Pinjaman/kas dinilai 
sebesar jumlah yang 
dipinjamkan pada 

saat terjadi. 
Jurnal: 

Tidak ada jurnal 

 
 

2. Pada saat 
menyerahkan 

uang 
pinjaman 

Pegadaian Syariah Unit Kota 
Metro mengakui pendapatan 

sewa atas biaya sewa yang 
telah dibayarkan oleh 
nasabah yang telah 

menggunakan jasanya pada 
saat manfaat sewa telah 
diserahkan pada nasabah 

(Surat Bukti Rahn). 
Jurnal: 

Dr. Marhun bih 
Kr. Kas 

Pendapatan sewa 
diakui pada saat 

manfaat atas aset 
telah diserahkan 
kepada penyewa. 

Jurnal: 

Dr. Piutang 
Kr. Kas 

3. Pada saat 

menerima 
uang 
pemeliharaan 

dan 
penyimpanan 

Pegadaian Syariah Unit Kota 

Metro menunjukkan bahwa 
ternyata tidak ada 
pembiayaan yang dilaporkan 

kepada nasabah terkait 
pengeluaran biaya 

Pengakuan biaya 

penyimpanan diakui 
pada saat terjadinya. 
Jurnal: 

Dr. Beban 
Kr.Pendapatan 
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pemeliharaan atau perbaikan. 
Jurnal: 

Dr. Kas 
Kr. Pend. Ijarah 
 

 

4. Pada saat 
mengeluarkan 
biaya untuk 

biaya 
pemeliharaan 

dan 
penyimpanan 

Dalam hal pengakuan 
pendapatan atas transaksi 
ijarah dalam laporan 

keuangan pihak Pegadaian 
Syariah Unit Kota Metro 

tidak membuat laporan 
keuangan. 
Jurnal: 

Tidak ada jurnal 

Pendapatan ijarah 
disungkapkan secara 
neto setelah dikurangi 

beban-beban yang 
terkait misalnya 

perbaikan. 
Jurnal: 

Dr. Beban 

Kr. Kas 

5. Pada saat 
pelunasan 

uang 
pinjaman 

Pegadaian Syariah memiliki 
laporan keuangan, yang 

pengelolaannya dilakukan 
oleh PT Pegadaian Kanwil 
Palembang. 

Jurnal: 

Dr. Kas 

Kr. Marhun bih 

Pada saat penyajian 
pemilik menyajikan 

dalam laporan 
keuangan terkait 
transaksi ijarah. 

Jurnal: 
Dr. Kas 

Kr. Piutang 

 

Dari hasil pemaparan penelitian diperoleh informasi bahwa 

penerapan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah 

Unit Kota Metro yang meliputi standar pengakuan, pengukuran, penyajian 

dan pengungkapan sebagai berikut: 

a. Pengakuan dan Pengukuran  

Setelah rahin mendapatkan uang pinjaman pihak Pegadaian 

Syariah Unit Kota Metro mengakui sebagai piutang, oleh sebab itu 

timbul biaya-biaya yang dibebankan kepada rahin yakni biaya sewa atas 

jasa yang telah menyimpan, memelihara, dan menjaga marhun milik 

rahin yang telah ditetapkan menurut taksiran barang gadai dengan tarif 

yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan 

metode akrual basis.  



53 

 

 
 

1) Pegadaian Syariah Unit Kota Metro mengakui sebagai piutang pada 

saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah setelah melakukan akad 

antara kedua belah pihak disepakati diukur sebesar pinjaman 

nasabah.  

2) Pegadaian Syariah Unit Kota Metro mengakui pendapatan sewa 

(ijarah) sebesar nilai taksiran barang atas biaya sewa yang telah 

dibayar terhadap tempat yang telah disediakan ketika pemilik telah 

melakukan transaksi akad ijarah. Adapun pengakuan atas beban 

biaya oleh Pegadaian Syariah diakui pada saat pelunasan atau 

pembayaran biaya sewa oleh nasabah.  

3) Pengakuan atas biaya perbaikan obyek ijarah yang mana dijelaskan 

bahwa jika penyewa melakukan perbaikan obyek ijarah dengan 

persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada 

pemilik dan diakui sebagai beban saat terjadinya. Namun dari hasil 

penelitian di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro menunjukkan 

bahwa tidak ada pembiayaan-pembiayaan yang dilaporkan kepada 

nasabah terkait pengeluaran biaya pemeliharaan atau perbaikan. 

Biaya ijarah yang dibayarkan oleh nasabah dianggap sebagai biaya 

sewa atas jasa Pegadaian Syariah Unit Kota Metro yang telah 

menyimpan, memelihara dan menjaga marhun milik rahin. 

4) Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan 

penyimpanan. Dalam hal pengakuan pendapatan atas transaksi ijarah 

dalam laporan keuangan pihak Pegadaian Syariah Unit Kota Metro 
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tidak membuat laporan keuangan, dan secara otomatis tidak 

memiliki jurnal. 

5) Pegadaian syariah pada saat nasabah melakukan pelunasan uang 

pinjaman memiliki laporan keuangan, yang pengelolaannya 

dilakukan oleh PT Pegadaian Kanwil Palembang yaitu dengan 

mengakui kas masuk dan piutang telah dilunasi. 

6) Pegadaian syariah menentukan biaya rahn dan administrasinya 

sesuai dengan golongan pinjaman dan taksiran dari marhun bih. 

Dan pihak pegadaian syariah juga menetapkan tarif ijarah sesuai 

dengan golongan dan jangka waktu. 

b. Penyajian dan Pengungkapan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa 

Pegadaian Syariah Unit Kota Metro memiliki laporan keuangan hanya 

untuk pihak intern di Pegadaian Syariah dalam bentuk Laporan Neraca 

Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi yang pengelolaannya 

dilakukan oleh pihak kantor pusat wilayah Palembang, yaitu di 

Pegadaian Kanwil Palembang, dalam artian bahwa Pegadaian Syariah 

Unit Kota Metro tidak dapat mengelola atau menyajikan laporan 

keuangannya sendiri, melainkan Kanwil Palembang saja yang memiliki 

wewenang untuk menyajikan dan mengungkapkannya. Sehingga tidak 

terdapat catatan akuntansi khusus di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro 

karena penyajian dan pengungkapan dilakukan secara otomatis dan 

online di kantor pusat wilayah Palembang.  
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Bagi pihak eksternal seperti kreditor yang membutuhkan 

informasi dalam laporan keuangan untuk menilai kondisi perusahaan 

terkait dengan kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman. 

Serta pihak masyarakat membutuhkan informasi dari laporan keuangan 

untuk digunakan sebagai bahan analisa, penelitian, atau tujuan tertentu, 

maka PT Pegadaian membuka akses untuk pihak eksternal agar dapat 

mengetahui kondisi keuangan PT Pegadaian dan Entitas Anak dalam 

Laporan Konsolidasian yang dapat diunduh dalam website PT 

Pegadaian, dimana dalam penyajian tidak dilakukan pelaporan secara 

terpisah antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional 

disebabkan karena pada saat pencatatan atas transaksi langsung 

dilakukan secara online, sehingga semua data transaksi langsung masuk 

ke kantor pusat PT Pegadaian.  

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran 

pada Pegadaian Syariah Unit Kota Metro sudah sesuai dengan PSAK 

107. 
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Tabel 4.5 

Ilustrasi Neraca Saldo Pada Jurnal Diatas 

PT. PEGADAIAN SYARIAH 

Neraca Saldo Desember 2021 

Nomor Akun Nama Akun Debet Kredit  

101 Kas  Xxx  

103 Marhun bih Xxx  

412 pendapatan ijarah  xxx 

413 Pendapatan biaya adm  xxx 

  Xxx xxx 

 

  Dalam Laporan Konsolidasian, piutang disajikan dalam Laporan 

Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak 

sebagai Aset Lancar yakni dengan akun Pinjaman Yang Diberikan (Setelah 

dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per periode terkait), dan 

diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian 

(Persero) yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh 

nasabah yang terdiri dari Pinjaman Usaha Gadai, Usaha Syariah, dan Usaha 

lainnya.  
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Tabel 4.6 

Ilustrasi Laporan Laba Rugi 

PT. PEGADAIAN SYARIAH 

Laporan laba rugi Desember 2021 

Pendapatan Pengelolaan Dana 

Pendapatan dari jual-beli                                      - 

Pendapatan dari sewa 

Pendapatan netto ijarah                                  xxx 

Jumlah                                                                         xxx 

PENDAPATAN USAHA LAIN 

Pendapatan administrasi                                 xxx 

Pendapatan perolehan lelang                          xxx 

Jumlah                                                            xxx 

BEBAN  USAHA 

Beban kepegawaian                                        xxx 

Beban penyusutan dan amortisasi                  xxx 

Beban usaha lain                                            xxx 

Jumlah                                                                      (xxx) 

Laba usaha                                                              (xxx) 
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Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan dalam 

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai Pendapatan Usaha. 

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkap bahwa untuk usaha gadai, jasa 

simpanan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode 

akrual basis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis menarik 

kesimpulan bahwa penerapan akuntansi dalam pembiayaan rahn di Pegadaian 

Syariah Unit Kota Metro terkait dengan pengakuan dan pengukuran 

pembiayaan serta biaya ijarah sudah sesuai dengan PSAK 107 namun ada 

beberapa yang tidak sesuai yaitu pada saat penjurnalan pengeluaran biaya 

untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak ada jurnal sedangkan di 

PSAK 107 memiliki jurnal diakui sebagai beban dan kas. Kemudian, pada 

siklus akuntansinya pihak pegadaian syariah tidak memiliki jurnal 

penyesuaian dan neraca saldo setelah  penutupan. Di Pegadaian Syariah tidak 

memiliki sistem cicilan atau angsuran, jika nasabah tidak dapat melunasi 

ketika masa telah habis maka dapat memperpanjang dengan meluarkan surat 

bukti rahn (SBR) kembali. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai emas 

mengenai penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah 

diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh pihak nasabah. Untuk 

pembiayaan gadai syariah ini hanya sebatas biaya administrasi dan biaya 

penyimpanan.  

B. Saran 

 Berdasarkan uraian diatas dari hasil kesimpulan, maka penulis akan 

memberikan beberapa saran yaitu Pegadaian syariah diharapkan memiliki 

buku besar sendiri dan laporan keuangan sendiri yang sesuai dengan pedoman 
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akuntansi, hal ini berguna untuk pihak informasi internal dan eksternal. Selain 

itu dipergunakan untuk meminimalisir human eror dan hal-hal yang tidak 

diinginkan, karena jika dilihat dari prosesnya pelaporan untuk sampai ke 

kantor wilayah melalui tahap pengumpulan ke kantor cabang dahulu.  

Bagi Peneliti Selanjutnya Penulis menyarankan agar penelitian 

kedepan agar dapat menambahkan objek penelitian lain yaitu variabel-variabel 

lain yang dapat mempengaruhi penerapan akuntansi syariah. Peneliti sangat 

penyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan 

karena minimnya data yang berhasil diproleh di lapangan.. Oleh karena itu, 

penulis menyarankan agar penelitian kedepannya yang terkait dengan 

Pegadaian agar memberikan kemudahan untuk mengolah data-data yang 

diperlukan 
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Tabel 4.7 

Biaya Administrasi Marhum 

 

 

 

Gol 

 

Marhun Bih 

 

Tarif 

Adm 

%Marhun 

Bih pada 

Taksiran 

Emas 

A 50.000 500.000 2.500 95% 

B1 550.000 1.000.000 20.000 92% 

B2 1.050.000 2.500.000 15.000 92% 

B3 2.550.000 5.000.000 35.000 92% 

C1 5.100.000 10.000.000 50.000 92% 

C2 10.100.000 15.000.000 75.000 92% 

C3 15.100.000 20.000.000 100.000 92% 

D 20.000.000 Ke atas 125.000 93% 

  

  



 

 

 
 

Tabel 4.8 

Tarif  Ijarah 

 

 

 

Gol  

 

Jumlah Pinjaman 

Jangka 

Waktu 

 

Tarif Ijarah/10hari 

A 10.000 - 500.000 120 hari Taksiran/10.000xRp45 

B1 550.000 - 1.000.000  

 

 

120 hari 

 

 

 

Taksiran/10.000xRp71 

B2 1.050.000 - 2.500.000 

B3 2.550.000 - 5.000.000 

C1 5.100.000 - 10.000.000 

C2 10.100.000 – 15.000.000 

C3 15.100.000 – 20.000.000 

D >20.000.000 120 hari Taksiran/10.000xRp62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tabel 4.9 

Tarif Diskon 

 

MARHUN BIH TARIF DISKON 

>= 85% x TAKS 0% 

80% - 84 x TAKS 7% 

75% - 79% x TAKS 14% 

70% - 74% x TAKS 20% 

65% - 69% x TAKS 26% 

60% - 64% x TAKS 32% 

55% - 59% x TAKS 38% 

50% - 54% x TAKS 44% 

45% - 49% x TAKS 50% 

40% - 44% x TAKS 56% 

35% - 39% x TAKS 61% 

30% - 34% x TAKS 66% 

25% - 29% x TAKS 71% 

20% - 24% x TAKS 76% 

10% - 19% x TAKS 81% 

<14% x TAKS 85% 
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